BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

Menimbang

Mengingat

PERHUBUNGAN TIPE A KABUPATEN BANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

: bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan

efektif, efisien dan optimal dengan melihat potensi Daerah dan
kewenangan dalam  pelaksanaan urusan di bidang
perhubungan, maka perlu dilakukan Perubahan atas
Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan
Perhubungan Tipe A yang diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Bangka.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah  Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan
Perhubungan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN TIPE A
KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan Tipe A Kabupaten
Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 52) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 6

Dalam penyelenggaraan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perhubungan Tipe A mempunyai kewenangan :

a.
b.

penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah;

penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam
satu Daerah;

penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
dalam satu Daerah;

penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah
sungai dalam satu Daerah;

pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Daerah
dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Daerah;

pembentukan komisi irigasi Daerah;

penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai
dalam satu Daerah;

penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan
dan pengusahaan air tanah dan air permukaan;



pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau
pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi
primer dan sekunder dalam Daerah irigasi yang berada dalam satu
Daerah;

pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber
daya air tingkat Daerah;

pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Daerah;
konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah;

. pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu
Daerah;

pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Daerah;
penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Daerah;

pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada
Daerah irigasi dalam satu Daerah;

operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan
sekunder pada Daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang
dari 1.000 ha;

operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan
pantai pada wilayah sungai dalam satu Daerah;

pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam
Daerah;

pengaturan jalan Daerah :

1. perumusan  kebijakan  penyelenggaraan jalan Daerah/desa
berdasarkan kebijakan Nasional di bidang jalan dengan
memperhatikan keserasian antar Daerah dan antar kawasan;

2. penyusunan pedoman  operasional penyelenggaraan = jalan
Daerah/desa;

3. penetapan status jalan Daerah/desa;

4. penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan
Daerah/desa;

pembinaan jalan Daerah:

1. pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan
para aparatur penyelenggara jalan Daerah/desa;

2. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang
pengawasan jalan;

pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan
Daerah/desa;

. pembangunan jalan Daerah:

1. pembiayaan pembangunan jalan Daerah/ desa;

2. perencanaan teknis , pemrograman dan penganggaran,
pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Daerah/desa;

3. pengoperasian dan pemeliharaan jalan Daerah/desa;

4. pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan Daerah/desa;
pengawasan jalan Daerah:

1. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Daerah/desa;

2. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan
Daerah/desa;
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penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan
perdesaan wilayah Daerah;

fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan
pengelolaan prasarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat Daerah;

pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah;

penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Daerah dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Provinsi;

penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara Pemerintah
Daerah /dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan
pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di
lingkungan Daerah;

penyelenggaraan pembangunan prasarana (PS) perkotaan dan
perdesaan di wilayah Daerah;

pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan
perdesaan di Daerah;

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan
dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah;

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK);

penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;

pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) di wilayahnya;

peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di
wilayah Daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Daerah;

pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Daerah
untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan,
pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM);

penyusunan rencana induk pengembangan Penyediaan Air Minum
(SPAM) wilayah administrasi Daerah;

penyediaan Prasarana (PS) air minum untuk Daerah bencana dan
Daerah rawan air skala Daerah;

penanganan bencana alam tingkat Daerah;

pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan
pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah
Daerah;

evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Penyediaan Air

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK);

pemberian izin penyelenggaraan prasarana (PS) air limbah di wilayah
Daerah;
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pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan Prasarana (PS) air limbah Daerah;

penyelenggaraan bantuan teknis (bantek) pada kecamatan,
pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan Prasarana air limbabh;

penyelenggaraan pembangunan prasarana (PS) air limbah untuk
Daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

penyusunan rencana induk pengembangan prasarana (PS) air
limbah Daerah;

monitoring penyelenggaraan prasarana (PS) air limbah di Daerah;

peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasamadunia
usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan
prasarana (PS) persampahan Daerah;

peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara
drainase dan pemutusan genangan di wilayah Daerah;

penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem
drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Daerah serta
koordinasi dengan Daerah sekitarnya;

penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana (PS)
drainase di wilayah Daerah;

evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali
banjir di wilayah Daerah;

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan
pengendalian banjir di Daerah;

penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah;
penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung;
pendataan bangunan gedung;

penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan
gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang
dibangun di lokasi bencana;

penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL);

pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya;

pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung
dan lingkungan;

. penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis

pemberdayaan masyarakat;

pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara
yang menjadi aset Pemerintah Daerah;

penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi
dan dilestarikan yang berskala lokal;

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,
pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya;

pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan
pembongkaran bangunan gedung;

pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal,
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pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;

pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah
Daerah yang bersangkutan;

pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di
tingkat Daerah;

peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah
Daerah yang bersangkutan,;

penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Daerah;

pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RTRWK);

pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
RTRWK;

pemanfaatan kawasan strategis Daerah;

pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang
penataan ruang;

pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;

pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daerah dan kawasan
lintas Daerah bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha;

pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang
wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah;

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan
strategis Daerah;

penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi
jalan Daerah;

penyusunan dan penetapan kelas jalan Daerah;

penetapan lokasi dan pengesahan desain terminal tipe C;
penetapan lokasi terminal angkutan barang;

pengoperasian dan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
pengoperasian dan pengelolaan terminal angkutan barang;

pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berkala pertama dan
berikut;

pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;

pemberian izin usaha bengkel umum untuk melakukan pengujian
kendaraan bermotor;

penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota;

penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan perdesaan
dalam Daerah;

pemberian izin trayek angkutan kota dan angkutan perdesaan
dalam Daerah;

pemberian izin usaha angkutan barang dan angkutan penumpang;
penetapan jaringan lintas dalam Daerah;

pemberian izin operasi angkutan taksi;

pemberian izin usaha angkutan taksi yang melayani wilayah kota;

pemberian izin usaha angkutan sewa yang melayani dalam
Daerah;
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pemberian izin usaha angkutan pariwisata;

pemberian izin usaha angkutan alat berat, peti kemas dan
angkutan barang khusus;

penetapan tarif penumpang angkutan kota dan perdesaan kelas
ekonomi;

penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi
isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan
dan fasilitas pendukung di jalan Daerah;

pengaturan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan
alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman
pemakai jalan dan fasilitas pendukung di jalan Daerah;

penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan dan di luar
jalan (off street);

pengoperasian, pengelolaan fasilitas parkir untuk umum di luar
jalan bersama-sama dengan pihak ketiga;

pemberian izin pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di luar
jalan bersama-sama pihak ketiga;

penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
Daerah;

pemberian izin penyelenggaraan penggunaan jalan selain untuk
kepentingan lalu lintas di jalan Daerah;

pemberian izin usaha mendirikan sekolah mengemudi;

penetapan muatan sumbu terberat di bawah daya dukung jalan
Daerah untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dengan alasan
tertentu;

penetapan ketentuan umum mengenai kendaraan umum tidak
bermotor;

pengujian kelaikan (sertifikasi) sarana transportasi yang
digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan
jalan;

pemberian izin dispensasi angkutan alat berat dan barang
khusus di jalan Daerah;

pemberian izin insidentil angkutan penumpang umum yang
melayani trayek Daerah yang akan keluar wilayah Daerah;

penetapan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada
mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan sebagai
kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran
pengangkutan;

pelaksana akreditasi dan sertifikasi kendaraan bermotor oleh
swasta;

pengesahan hasil wuji berkala kendaraan bermotor yang
dilaksanakan oleh swasta;

pemberian izin menjalankan kendaraan dengan pemasangan
kereta gandengan dan tempelan lebih dari satu jalan Daerah;

penyidikan pelanggaran hukum di jalan khususnya teknis laik
jalan kendaraan;

pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas serta
penanggulangannya di jalan Daerah;



ttttt.

uuuuu.

XXXXX.

ZZ7Z7Z7Z.

aaaaaa.
bbbbbb.

CCcCcCcCcC.

dddddd.
eeeeee.
idiiil

888888.-

hhhhhh.

J1133J-

kkkkkk.
111111.

mmmmimnimn.

nnnnnn.

000000.

PPPPPP.
aqqqqq-

ITITIT.

SSSSSS.

tttttt.

uuuuuu.

VVVVVV.

pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta

penanggulangannya di jalan Daerah;

pengawasan pelaksanaan dan pengesahan dampak lalulintas di
jalan Daerah;

penyelenggaraan pelabuhan sungai;

pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai, dan

penyeberangan,;
pembangunan dermaga sungai dan danau;
pengoperasian angkutan

pengawasan penyelenggaraan

penyeberangan;

pengawasan pengoperasian angkutan penyeberangan;
penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau,;
penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau;

pemeriksaan kelengkapan dan kelaikan kapal sungai, danau
dan penyeberangan;

penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan;
penyusunan master plan pelabuhan sungai dan danau;
penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
penetapan lokasi lokasi pelabuhan penyeberangan;

pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal sungai, danau dan
penyeberangan yang akan dioperasikan pada lintas dalam
provinsi;

pengawasan pemenuhan mutu palayanan sarana angkutan
sungai, danau dan penyeberangan;

penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi
prasarana angkutan sungai di perkotaan;

pembangunan

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai;

penetapan jaringan trayek sungai di perkotaan dan pemberian
izin pembangunan jaringan lintas sungai di perkotaan,;

penetapan lintas penyeberangan dalam Daerah yang tidak
dalam jaringan Nasional;

pemberian izin penggunaan dataran air pada alur sungai, danau
dan penyeberangan;

pemberian izin pembangunan prasarana yang melintas alur
sungai dan danau;

penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau;

pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
yang tidak diusahakan yang melanyani lintas dalam Daerah;

perencanaan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang
tidak diusahakan yang melayani lintas Daerah;

penetapan tarif jasa pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas
dalam Daerah;

pemberian izin usaha danau dan

penyeberangan;

angkutan sungai,

penerbitan sertifikasi kapal-kapal sungai dan danau;
penetapan pengawasan kapal-kapal sungai dan danau;
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pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh
pengoperasian sarana sungai, danau dan penyeberangan;

pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka
bagi perdagangan luar negeri;

pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi
perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam Daerah;

pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam
Daerah;

pemberian izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar
muat barang dari dan ke kapal serta izin usaha
ekspedisi/Freight Forwarder dalam Daerah;

penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di
pelabuhan Daerah;

pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum
dan pelabuhan khusus;

penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKp) bagi pelabuhan lokal
Daerah;

pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan Nasional
dan regional;

pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi
pelabuhan dengan pelayaran lokal Daerah;

penetapan rencana induk pelabuhan lokal,

penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam
pelabuhan laut lokal;

penetapan besarnya tarif angkutan laut penumpang kelas
ekonomi/non ekonomi dalam Daerah;

pengusulan trayek angkutan laut perintis;

penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan
lokal,;

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan lokal;

pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran isi
kotor kurang dari Gross Tonnage 7 (GT<7);

pelaksanaan pengukuran kapal berukuran isi kotor kurang
dari Gross Tonnage 7 (GT<7);

penerbitan pas kecil kapal berukuran isi kotor kurang dari
Gross Tonnage 7 (GT<7);

pemberian izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan khusus lokal;

pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan
kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA)
dan pengawasan kegiatannya dalam Daerah;

pemberian izin penyelenggaraan instalasi kabel

rumah /gedung (IKR/G); dan

pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana, program Kkerja, kegiatan, laporan kinerja, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Seksi Pembangunan
Jalan dan Jembatan;

menyiapkan petunjuk pembangunan dan peningkatan jalan dan
jembatan;

menyiapkan bahan pembinaan dan pendistribusian pembangunan
dan peningkatan jalan dan jembatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan pembinaan
terhadap kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;

menyiapkan bahan penginventarisasian, pengevaluasian dan
perumusan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas Seksi;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Seksi Rehabilitasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Seksi Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan;

menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada Seksi
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian
terhadap izin pengunaan ruang milik jalan;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pelatihan dan
pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang tugasnya;
menyiapkan bahan penyelenggaraan operasional dan rehabilitasi
pada Seksi Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan
rehabilitasi jalan dan jembatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
terhadap kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan terhadap kegiatan
pemeliharaan jalan dan jembatan akibat bencana alam;

menyiapkan bahan pengevaluasian dan perumusan kegiatan Seksi
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;

menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas Seksi;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya; dan
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m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

(3) Seksi Laboratorium dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas :

a. menyusun rencana, program Kkerja, kegiatan, laporan kinerja, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Seksi Laboratorium
dan Pengendalian Mutu;

menyiapkan bahan pengelolaan alat-alat laboratorium;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan/perawatan alat-alat laboratorium;

d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pelatihan dan
pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang tugasnya;

e. menyiapkan bahan penyelenggaraan, pengelolaan laboratorium dan
pengujian lapangan dan laporan hasil pengujian;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian bahan bangunan dan
membuat rancangan bahan campuran konstruksi;

g. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas Seksi;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Laboratorium dan
Pengendalian Mutu;

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi
Pasal 17

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan
kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan
mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang cipta karya,
pemberian rekomendasi/fatwa Izin Mendirikan Bangunan, penerbitan izin
usaha jasa konstruksi Nasional (kecil non kecil), pengelolaan sistem
penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur
permukiman.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah,sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bidang
Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Bina
Jasa Konstruksi;
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pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Cipta Karya
dan Bina Jasa Konstruksi;

penyusunan, penetapan perencanaan teknis, program, pembinaan dan
bimbingan tehnis di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;

pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah Dinas;

pengelolaan sistem dan pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM),
persampahan dan air limbah domestik;

penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya serta
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;

pengoordinasian dan pembinaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan
dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya dan
Bina Jasa Konstruksi;

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Cipta
Karya dan Bina Jasa Konstruksi;

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;

pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa
Konstruksi;

pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan di Bidang Cipta Karya
dan Bina Jasa Konstruksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (non kecil dan kecil);

penyelenggaraan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;

pengaturan dan penghimpunan data bina jasa konstruksi yang sudah
dilaksanakan;

pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan

pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi;

menyiapkan bahan perencanaan pembangunan fisik bangunan
gedung;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan dan
pengembangan bangunan gedung;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan
pembangunan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan bangunan
gedung;

menyiapkan bahan penyelenggaraan, pengawasan sistem manajemen
konstruksi;
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b.

menyiapkan bahan pembinaan dan perizinan bangunan gedung (izin
mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi) serta koordinasi di
bidang bangunan gedung;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pekerjaan bidang bangunan gedung;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang bangunan gedung;

menyelenggarakan, mengatur dan menghimpun data bangunan gedung
yang sudah dibangun;

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
bidang tugasnya.

(2) Seksi Infrastruktur Lingkungan mempunyai tugas :

a.

b.
c.

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi;

menyiapkan bahan perencanaan infrasruktur lingkungan;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pada
permukiman di Daerah;

menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengaturan dan pembinaan
infrastruktur lingkungan;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang infrastruktur lingkungan;

menyelenggarakan operasional di bidang infrastruktur lingkungan yang
meliputi tugas pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan sarana
umum, ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, tempat
pemakaman umum (TPU), pengembangan sistem persampahan,
pengelolaan air limbah domestik dan air minum (SPAM);

merumuskan norma standar pedoman dan kriteria serta pembinaan
kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang infrastruktur
lingkungan;

menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan
dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan;

menyelenggarakan, mengatur dan menghimpun data infrastruktur
lingkungan yang sudah dibangun;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur Lingkungan;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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(3) Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana, program Kkerja, kegiatan, laporan kinerja, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi;

menyiapkan bahan perencanaan kegiatan bina jasa konstruksi;
menyiapkan bahan bimbingan teknis bina jasa konstruksi;
menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;

menerbitkan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);

m ™o a0 o

menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengawasan tertib usaha,
tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di Bidang Bina Jasa Konstruksi;

i. menyelenggarakan, mengatur dan menghimpun data bina jasa
konstruksi yang sudah dilaksanakan,;

j- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina Jasa Konstruksi;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang
Pasal 25

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f,
dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional,
mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata
ruang.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang
Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang;
b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang;

c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan dalam
urusan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan
teknis di Bidang Tata Ruang;
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e. pengoordinasian penyebaran informasi mengenai wilayah rencana tata
ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan  sistem
informasi dan komunikasi;

pengoordinasian penerbitan perizinan pemanfaatan ruang;

g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Tata
Ruang;

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain di Bidang Tata Ruang;

i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Tata Ruang;

j- pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan
kegiatan di Bidang Tata Ruang sebagai pertanggungjawaban kepada
atasan;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya; dan
l. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28
(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Perencanaan Tata
Ruang;

b. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan
dengan perencanaan tata ruang;

c. menyiapkan petunjuk teknis perencanaan tata ruang;

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pendistribusian perencanaan
tata ruang;

e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pensinkronisasian
pelaksanaan kegiatan dalam urusan perencanaan tata ruang;

f. menyiapkan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;

g. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah dan
rencana pendanaannya;

h. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR);

i. menyusun bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks)
sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang;

j- melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam
perencanaan tata ruang;

k. melaksanakan penyebaran informasi mengenai wilayah rencana tata
ruang beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan system
informasi dan komunikasi;

l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan pembinaan
terhadap kegiatan perencanaan tata ruang;

m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang perencanaan tata ruang;

n. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dan petunjuk teknis perencanaan tata ruang;
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(2)

menyiapkan bahan evaluasi rencana tata ruang wilayah;

menyiapkan bahan penginventarisasian, pengevaluasian dan
perumusan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan Tata
Ruang;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana Kkerja kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Tata
Ruang;

menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan
dengan pemanfaatan tata ruang;

menyiapkan petunjuk teknis pemanfaatan tata ruang;

menyiapkan bahan pembinaan dan pendistribusian pemanfaatan
tata ruang;

menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pengsinkronisasian
pelaksanaan kegiatan dalam urusan Pemanfaatan tata ruang;

menyusun rumusan program sektoral dalam rangka perwujudan
struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah perkotaan perdesaan
dan kawasan strategis/khusus;

menyiapkan surat keterangan rencana kota yang mengatur
tentang penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar
bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan) dan
ketentuan lainnya (advice planning);

menyusun legalisasi produk-produk pemanfaatan ruang dan
penyusunan pemetaan pemanfaatan ruang;

melaksanakan sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Kriteria
(NSPK) bidang penataan ruang melalui sistem informasi dan
komunikasi;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan pembinaan
terhadap kegiatan pemanfaatan tata ruang;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang pemanfaatan tata ruang;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dan petunjuk teknis pemanfaatan tata ruang;

menyiapkan bahan penginventarisasian, pengevaluasian dan
perumusan kegiatan Seksi Pemanfaatan Tata Ruang sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemanfaatan Tata
Ruang;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.
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(3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Tata Ruang;

b. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan
dengan pengendalian dan pengawasan tata ruang;

c. menyiapkan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan tata
ruang;

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pendistribusian pengendalian
dan pengawasan tata ruang;

e. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
peraturan zonasi;

menyelenggarakan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
menyusun legalisasi produk-produk pengendalian ruang;

5o

menyusun data base penataan ruang;

[y

menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan awal terhadap
pengaduan masyarakat tentang pelanggaran izin pemanfaatan ruang;

j- menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan pembinaan
terhadap kegiatan pengendalian dan pengawasan tata ruang;

k. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang pengendalian dan pengawasan tata ruang;

l. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan tata
ruang;

m. menyiapkan bahan penginventarisasian, pengevaluasian dan
perumusan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata
Ruang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Tata Ruang;

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Pasal 29

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan
operasional, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi
serta membina pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
serta pengembangan jaringan transportasi.
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10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut :

11.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :

a.

b.

O Q0

pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis manajemen rekayasa lalu
lintas;

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan;

pelaksanaan penyusunan dan pengembangan jaringan transportasi;
pengoordinasian pemberian izin di bidang lalu lintas dan angkutan;
pelaksanakan analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah/Desa;

pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran tugas;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya; dan

pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kegiatan untuk Seksi Lalu Lintas;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;

c. menyiapkan bahan untuk penetapan lintas penyeberangan dan
\persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada
jaringan jalan Daerah;

d. menyiapkan bahan untuk penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam
Daerah;

e. menyusun dan penetapan rencana umum jaringan transportasi
jalan Daerah;

penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota;

g. penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan perdesaan
dalam Daerah;

h. pemberian izin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan dalam
Daerah;

i. menyiapkan bahan untuk kebijakan penetapan lintas penyebrangan
dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani
penyebrangan dalam Daerah;
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(2)

melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas untuk di jalan
Daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dampak lalu lintas
untuk jalan Daerah/Desa;

penetapan jaringan lintas dalam Daerah;

pemberian izin insidentil angkutan penumpang umum yang
melayani trayek Daerah yang akan keluar wilayah Daerah;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin usaha angkutan laut bagi
badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada
lintas pelabuhan di Daerah;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin usaha angkutan laut
pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang
berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam
Daerah;

menyiapkan bahan untuk melaksanakan penegakan hokum oleh
PPNS di bidang lalu lintas angkutan jalan;

pemeriksaan kelengkapan dan kelaikan kapal sungai, danau dan
penyeberangan;

pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran isi kotor
kurang dari Gross Tonnage 7 (GT<7);

pelaksanaan pengukuran kapal berukuran isi kotor kurang dari
Gross Tonnage 7 (GT<7);

penerbitan pas kecil kapal berukuran isi kotor kurang dari Gross
Tonnage 7 (GT<7);

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Lalu Lintas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Seksi Angkutan mempunyai tugas :

a.
b.

menyusun rencana kerja kegiatan untuk Seksi Angkutan;

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
dalam Daerah;

menyiapkan bahan untuk penetapan kawasan perkotaan untuk
pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;

menyiapkan bahan untuk penetapan tarif kelas ekonomi untuk
angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah
kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah
pelayanannya dalam Daerah;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek
dalam Daerah;

menyiapkan data dan bahan penetapan tarif angkutan
penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas penyebrangan dalam Daerah;
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menyiapkan bahan untuk penetapan wilayah operasi angkutan
orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada dalam Daerah;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin penyelenggaraan taksi
dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada
dalam Daerah;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin usaha penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin usaha penyelenggaraan
angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;

pemberian izin usaha angkutan barang dan angkutan penumpang;

pemberian izin operasi angkutan taksi;

. pemberian izin usaha angkutan taksi yang melayani wilayah kota;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Angkutan;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas :

a.
b.

menyusun rencana kerja kegiatan untuk Seksi Pengujian Sarana;

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala
kendaraan bermotor;

menyiapkan bahan pemberian akreditasi dan sertifikasi kendaraan
bermotor oleh swasta;

melaksanakan pengujian kelaikan (sertifikasi) sarana transportasi
yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan
jalan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk
pelaksanaan tugas pada Seksi Pengujian Sarana;

menyiapkan bahan untuk pemberian izin usaha bengkel umum,;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Angkutan;
melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan
pengembangan transportasi;
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13.

b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan
pengembangan transportasi;

c. pemberian layanan perizinan di Bidang Prasarana dan Keselamatan,;

d. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di
jalan daerah dan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan;

e. pengoordinasian penetapan lokasi parkir dan petunjuk teknis
pengelolaan parkir untuk umum di jalan dan di luar jalan (off street);

pengoordinasian kelaikan kendaraan di wilayah Daerah;
g. pengusahaan angkutan umum ;

h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran tugas;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana dan
Keselamatan;

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36
(1) Seksi Prasarana mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja kegiatan untuk Seksi Prasarana;

b. menyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang
tipe C;

c. menyiapkan bahan untuk penerbitan izin penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir;

d. menyiapkan bahan untuk penetapan rencana induk dan Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan
(DLKp) pelabuhan lokal Daerah;

e. menyiapkan bahan untuk penetapan rencana induk dan
DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau;

f. menyiapkan bahan untuk penetapan Dermaga Untuk Kepentingan
Sendiri (DUKS) di pelabuahan Daerah;

g. menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal,

h. menyiapkan bahan untuk pembangunan dan penerbitan izin
pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

i. menentukan lokasi, pengaturan dan pemasangan rambu lalulintas,
marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali
dan pengaman pemakai jalan dan fasilitas pendukung di jalan
Daerah;

j- menyiapkan bahan penetapan lokasi parkir dan petunjuk teknis
pengelolaan parkir untuk umum di jalan dan di luar jalan (off
street);

k. menyiapkan bahan untuk penerbitan izin parkir insidentil;
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menyiapkan bahan untuk penerbitan izin usaha badan usaha
pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pengembangan
pelabuhan untuk pelabuh;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pengoperasian
pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pekerjaan pengerukan di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal;

melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu
sungai, dan penyebrangan;

membangun dermaga sungai dan danau;
menetapkan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan
pengumpan lokal;

menyiapkan bahan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana
Prasarana;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Seksi Keselamatan mempunyai tugas :

a.
b.

menyusun rencana kerja kegiatan untuk Seksi Keselamatan;

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas
jalan di jalan Daerah;

melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi
keselamatan lalu lintas jalan di jalan Daerah;

melaksanakan kegiatan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan
prasarana;

menyiapkan bahan fasilitasi manajemen dan penanganan
keselamatan di jalan Daerah, fasilitasi promosi dan kemitraan
keselamatan lalu lintas dan angkutan;

menyiapkan bahan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan
pengusahaan angkutan umum;

menyiapkan bahan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan
pengusahaan angkutan umum,;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Keselamatan;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya; dan
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k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

TARMIZI SAAT
Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Maret 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH

PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004
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